MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN

JL. Medan Merdeka Utara No. 9~ 13 Jakarta Pusat
Tip. (021) 3843348-3810350-3457661 (hunting). Ext. 351-606. Fax. 3437683
Tromol Pos No. 212 JAKARTA 101 10. httpr-f’f’kcpaniter:um.mahkﬂmahugunp__.gn.id

Jakarta, 31 Januari 2020

Nomor . 213/PAN/PP.01.3/01 /2020
Lampiran : 2 (dua) bundel

Sifat : Segera

Hal . Pemberitahuan Tromol Pos Baru

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Kepada Yth.:

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia

2. Ketua Pengadilan Pajak

3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama 4 (Empat) Lingkungan Seluruh
Indonesia

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:
243 /KMA/SK/X1/ 2019 tanggal 27 Nopember 2019 tentang Pelimpahan Wewenang
Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan
Hak Uji Materil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4/SEK/Kp.1/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
tentang Penugasarn Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, maka
penerimaan berkas perkara dari pengadilan pengaju yang semula diterima oleh
Satuan Kerja Biro Umum Mahkamah Agung RI dilimpahkan kepada Satuan Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Atas dasar pelimpahan dan wewenang tersebut, diberitahukan bahwa mulai
Hari Senin, Tanggal 3 Februari 2020, semua pengiriman berkas perkara dan surat -
surat yang berhubungan dengan perkara dikirim ke Kepaniteraan Mahkamah
Agung RI dengan alamat PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
PO BOX 212 JAKARTA PUSAT 10000.

Selanjutnya kepada Pengadilan Tingkat Banding 4 (cmpat) lingkungan
peradilan seluruh Indonesia, dimohon juga bantuannya menindaklanjuti dan
meneruskan Surat Pemberitahuan terscbut ke Pengadilan Tingkat Pertama di
Wilayah Hukumnya masing — masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiap

Tembusal:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;

3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non yudisial;
YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RIL

[0 0~



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 243 fKMA/SSK/XI/2019
TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENERIMAAN DAN PENELAAHAN
BERKAS PERKARA KASASI, PENINJAUAN KEMBALL GRASBI DAN
HAK UJI MATERIL KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka terwujudnya

penyclesaian perkara Kasasi, Peninjauan
Kembali, Grasildan Hak Uji Materil secara
cepat dan efisien diperlukan penerimaan
berkas perkara melalui 1 (satu) pintu di
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Undang—ljndang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
dan biaya ringan, dan Pasal 4 ayat {2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
Pengadilan membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
vang sederhana, cepat dan biaya ringan;

c. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 214/KMA/SK/XiIf2014  Tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara pada



Mengingat

-

Mahkamah Agung tetap berlaku, kecuali alur
perkara yang scmula melalui Biro Umum
Badan Urusan Administrasi dan penelahaan
berkas perkara wewenang Direktorat Pranata
dan Tata Laksana pada 3 (tiga) Direktorat
Jenderal  (Direktorat  Jenderal Badan
Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, Direltorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara}
dialihkan menjadi kewenangan Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruaf a, huraf
b dan huraf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Mahkarnah Agung tentang Pelimpahan
Wewenang Penerimaan dan Penelaahan
Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali,
Grasi dan Hak Uji Materil Kcpada
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung,;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Pcradil;'m Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-



10.
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Undang Nemor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dcnéan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor S Taghun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
beberapa  kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor S50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kcpaniteraan Mahkamah Agung;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/018/S1/1i/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah

Agung Republik Indonesia;




MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

-4

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman
Organisasi dan Administrasi Mahkamah
Agung (Buku I11};

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

13. Kepuiusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
214/KMA/SK/XII/2014  tentang Jangka
Waktu Penanganan Perkara Mahkamah
Agung Republiic Indonesia;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENERIMAAN DAN
PENELAAHAN  BERKAS PERKARA KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI, GRASI DAN HAK UJI
MATERIL KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH
AGUNG.
Menetapkan  Kepanitcraan Mahkamah  Agung
berwenang untuk menerima, mengelola administrasi
perkara yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali,
Grasi dan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung.
Melimpahkan kewenangan penerimaan  berkas
perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha
pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung kepada Tata Usaha pada
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Melimpahkan kewenangan penelaahan  berkas
perkara dari Dircktorat Pranata dan Tata Laksana
dari ke -3 [tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan



KEEMPAT
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Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perkara
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2020 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2019

N AHKAMAH AGUNG
RLIK INDONESIA,

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

[ I S I

. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;

. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;

. Para Xetua Kamar Mahkamah Agung RI;

. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;

. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RIL



Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

A

SEKRETARIS MAITKAMAIN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOCR: 4/3EK/Kp.I1/1/2020

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI! SIPIL PADA MAHKAMAH-AGUNG RI-

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara Kasasi, Peninjauan
Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil secara cepat dan efisien diperlukan Sumber
Daya Manusia yang memadai;

b. bahwa yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap
dan mampu untuk ditugaskan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

1. Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor § Tahun 2004 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil; _

5. Peraturan Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil; : _ '

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SKAX/2009 tanggal 02
September 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat
Eselon | dan Ketua Pengaditan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI
uniuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor: 243/KMA/SKIXI’2019 tentang
Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi,
Peninjauarj Kemnbali, Grasi, dan Hak Uji Materil Kepada Kepaniteraan Mahakamah

Agung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN -SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG Rl TENTANG PENUGASAN
PEGAWAI NEGER! SIPIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI; '

Menugaskan PegaWai Negeri Sipit Direktorat Pranata dan Tatalaksana Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan
Direktorat Jendera! Badan Peradilan Militer dan TUN pada Kepaniteraan Mahkamah

Agung; .

Pembagian tugasipekerjaan selanjutnya menjadi kewenar'mgah‘ Kepaniteraan
Mahkamah Agung Ri;



KETIGA : i

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkqtan untuk diketahui  dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan _kf—:tentuan _apabila
‘ dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditefapkandi  Jakarta
paﬁ:a“-féﬁ'g’ﬁg];‘\\ 08 Januari 2020
r ¥

;( ored

SEKRETARISMAHKAMAH AGUNG R,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Repubiik Indonesia;

. Para Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia;

Para Yang Mulia Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Para Pejabat Eselon | di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

G
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